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PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR %4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

: a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

Kabupaten Semarang Tahun 2014 dapat berjalan efektif,
efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014 .

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Khbupaten Semarang
Tahun 2014;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nocmor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005~
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomox
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeranh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonor 4593);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664); '

20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
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21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); ,

22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

28.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010-2014;

29.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 20 14;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;



32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3);

34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014.

36.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);



38.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat,
Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat,
Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

. Semarang Nomor 4});

40.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun

. 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009

- : Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2);

()

41.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 6);

42.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 7);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2014
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah

Kabupaten Semarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = Kabupaten Semarang yang
selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Semarang adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah. ,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Semarang.

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Dacrah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

10.Rencana Kerja dan Anggaran SKFD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan keglatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk
periode 25 (dua puluh lima) tahun, merupakan penjabaran dari Visi,
Misi dan Program Daerah Kabupaten Semarang untuk periode Tahun
2005-2025.

12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13.Kebijjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun. ,

14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

16.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu kegiatan.
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Pasal 2
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB II
PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Semarang Tahun 20 14, memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
yang terukur beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

(2) Rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: '

APBD;

APBD Provinsi;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Masyarakat

o0 oo

Pasal 4
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman ‘bagi: '
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014;
b. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014,

» Pasal 5
(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kérja dari ai:ggaran yang berisi uraian tentang
keluaran  kegiatan  dan indikator  kinerja masing-masing
program/kegiatan,
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oleh SKPD yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Semarang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan pénempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 05 - ®or3

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 36 - o - 20/4

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN#BNOMOR .
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BAB VI
PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Tahun 2014 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan
tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena
itu, dalam penyusunannya telah disinkronisasikan dengan dokumen yang ada pada tingkatan
tersebut.

Penyusunan RKPD juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,
sehingga pendanaannya selain melalui APED Kabupaten Semarang Tahun 2014, juga ada
yang diusulkan untuk dapat didanai dari APBD Provinsi maupun APBN, melalui DAK dan
Bantuan Keuangan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan
tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan
masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena
itu, upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus
dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, SKPD
dan Pemerintah Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka
anggaran pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi
antar kegiatan dalam saty program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi
dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada
masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

S < B i e *‘M 2 —
Rencana Kerja Pembangunan laerah (FkPL) VI-|
Kabupaten Semarang Tahun 204




MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS II PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
PAGY
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN KEGIATAN PERKIRAAN FENIE
KODE REKENING UBLIAN; BISANG URLSAN PRIORITAS CAERAN | SASARANDAERAM | LOKASI HasTL INDIKATIP | yAHUN 2015 KEGIATAN
PEMERINTAHAN TAHUN 2014 (R$bw Rp.) SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET |  (Ribu Rp.)
T _— S nTa S - 8. z 1.8
01 URUSAN PERTANIAN 2.000.000 2.000.000
01{ 20102 | 15 Program Peningiatsn Tercapsinys Targst 100% 1.000.000 1.000.000
Kessjakbacnss pakanl Peninglosten jumink Pebormak
Reloynt
011 2.01.02 | 15 | 02 [Penyukihan dan pendzmpingan petan 1.000.000 1.000.000 | Disnakan 2
dan pelaku agribisnis (Pendamping
DBHCT)
02} 20102 | 23 Program Feningiotan Pemoseran Tercapainys Target 100 % 1.000.000 1.009.000
Hasll Produiesl Petemakan  Paninglatan Pemasaran Hash
temak
Bantuan Hibah Kambing/Comba Peningkatan ketahanan {Menigkatnya akses petant [Kec Tersedlanya Bantuan 50 Terlaksananya Bantuan 100% 1.000.000/ 1.000.000] Disnakan 2
pangan dan revialisasl terhadap sarzna produksl, | Tuntang,Jamb ternak kamping/domba ternak kambing/domba
jpertanian untuk mewujudkan Imadal dan pemasaran u,Ungaran (kelompok)
lkemandirian pangan, Timur, Kaliwun
peningkatan caya saing gu, Bawen,
produk pertanian, S ,Br
| peningkatan pendapatan ngin, Suruh,
petani, serta kelestarian Pringapus
Ingkungan dan sumberd
alam
[ URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN ) 1.000.000 1.000.000
053] 2.01.02 | 20 Program Peangembangan Budidaya Tercapabirys Target 100 % 1.000.000 1.000.000
Paranen Peningiatan Skals Usuha dan
Produksl Periianan
Bantuaii Hibah Budidsya Tkan Peningkatan ketahanan Menigkatnya akses petanl {Kec Tersedianya Bantuan 100 [Tersedanya Bantuan Benkh 100 1.000.000) 1.000.000 | Disnakan 2
pangan dan revitaiisas! terhadap sarana produks, [Ambarawa,Ba Benih dan peralatan dan peralatcn parikanan
pertanian untuk mewujudkan |modal dan pemasaran nyubiru, Ds perikanan (kelompok) (kelompok)
kemandirian pangan, Kaljombe Ds
peningkatan daya saing Kalikurmo Kec
produk pertanian, | Bringin, Ds
{peningkatan pendapetan Cukitan, Ds
petani, serta kelestarian Dadapayam,
ingkungan can sumberdaya Ds Kd ringin
alam. Kec Suruh, Ds
Candirejo Ds
Penawangan
Kec
Pringapus
3
L}




INDIKATOR KINERJA KETERANG
INDIKATIF PERKIRAAN J
URUSAN/BIDANG PRIORITAS HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU e
KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN DAERAH| LOKASI TAHUN M“.wo (Ribu ._.”Mn.-_. Mww.-. SKPD |
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGEY TOLOK UKUR TARGET
i 2 3 4 s § 1 8 (-] 10 11 12 ) 13 14
05 | 2.01.02 Peningkatan sarana dan Peningkatan Menigkatnys akses  1Kec Tuntang, Rehabilitast bangsal 3 Terlaksananys reheblitast 100% 530.000 600,000 | Disnakan
prasarana hasl perikanan ketahanan pangan  [petani terhadap Kec Ungaran pengolahan hasil bangsal pengolahan hasit
(DAK dan Penunjang) dan revitalisasi sarana produksl, Timur,Ds perikanan (paket) perikanan
pertanian untuk modal dan Raowoboni, Ds
mewujudkan pemasaran Kebondowo
kemandirian pangan, Kec Banyubiru
peningkatan daya
saing produk
gg.
neningkatan
nendapatan petani,
serta kelestarian
lingkurgan dan
sumberdaya slam,
|Penyediaan peralatan 20 Terlaksananya baniuan paket 100%
nengolahan hasil peralatan pengolzhan hasii
perikanan sedertana perikanan sederhara
{raket)
Pembinazn kepado 23 Terlaksananya perbinaan 100%)|
pokiahsar (kelompok) kepada poklahsar
o w
* e * ¥ ] Ly

)



